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Tunggu Kajian DJSN

Senayan Belum Setujui Kenaikan luran BPJS

RENCANA Pemerintah menai-
kkan iuran Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial {BPJS) Keseha-
tan secara bertabap mulai 2026,
belum mendapatkan persetujuan
DPR. Kebijakan strategis erse-
but harus dikaji mendalam
dengan mempertimbangkan
kondisi ekonomi nasional dan
perlindungan masyarakat ber-
penghasilan rendah.

Anggota Komisi [X DPR lrma
Suryani Chaniago mengatakan,
pihaknya belum menyetujui ren-
canayang tercantum dalam Buku
1 Nota Keuangan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara (RAPBN) 2026,

“Rencana kenaikan iuran ini
memang diarahkan untuk pe-
serfa mandiri yang tersolong
mampu. Namun jangan me-
lupakan kelompok setengah
manmpu yang justeu akan paling
terdampak,” tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah me-
mang telah mengalokasikan
tambahan dana Rp 10 triliun
unfuk menyesuaikan kenatkan
anggaran Penerima Bantuan
[uran (PBI} serta Rp 10 triliun
sebagai dana cadangan. Namun,
hal itu tidak otomatis menjadi

alasan untuk menaikkan tarif
iuran peserta mandiri.

Selain itu, lrma menyoroti se-
Jumlah persoalan seperti efisien-
si transfer daerali yang berpo-
tensi menyulitkan pemerintah
daerah dalam membayar itran
watganya. Dia menyingoung
kasus PBI yang dinonaktifkan
mendadak tanpa alasan mavpun
pemberitahuar yang jelas.

BPIS Kesehatan, lanjutnya,
mesti berkoordinasi dengan
Badan Pusat Statistik (BPS) dan
Kementerian Sosial untuk mem-
verifikasi data warga miskin
secar akurat,

“Tujuannya agar masyarakat
vang berhak tidak kehilangan
akses layanan,” ujatmya.

Senada, anggota Komist [X
DPR Edy Wuryanto menegas-
kan, rencana kenatkan uran
belum bisa dilaksanakan tanpa
pembahasan mendalam di par-
lemen. Komisi IX berencana
memanggil Menteri Kesehatan
Budi Gunadi Sadikin dan Di-
rekiur Utama BPIS Keschatan
Ali Ghufron Mukit untuk me-
minta penjelasan lebih detail.

“Pertemuan sedianya dijad-
walkan hariini, Selasa {26/82023),
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tapi ditunda karena Menkes dan
Dirut BPIS berhalangan hadir”
kata politkus PDI Perjuangan
itu.

Dia menilai, meski ruang dis-
kusi terbuka, keputusan soal
kenatkan juran harus memasti-
kan keberlanjutan layanan BPJS
Keschatan. Pasalnya, banyak
tantangan vang dihadapl, seperti
rasio klaim yang mencapai |10

persen, inflasi keschatan yang
terus naik, dan evaluasi wran
vang scharusnya dilakukan dua
tahun sekali tetap: belum ditinjau
ulang sejak empat tahun terakhur.
Edy menegaskan, phaknva akan
menungeu hasil kajian Dewan
Jarminan Sosial Nasional (DISN)
sebelum mengambil keputusan,
“Dari situlah kita akan cari
solusi terbaik soal turan BPJS

Keschatan,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Kewa-
ngan 5r1 Mulyani [ndrawati
menvampaikan bahwa penye-
staian iuran BPIS Keschatan
diperlukan uniuk menjaga ke-
berlanjutan JKN.

“Kalau manfaatnyva makin
banyak, berarti biayanya me-
mang makin besar.” wjar Sri
dalam rapat bersama Badan
Anggaran (Banggar) DPR, Ka-
mis (21/8/2023),

Dalam Nota Kenangan RAPBN

g 2026, Pemerntah merencanakan

kenatkan iuran dengan memper-

i timbanghan daya beli masyarakat
*9 dan kondist fiskal negara. Pe-

nyestaian iuran akan dilakukan
secara bertahap.

Diketahui, turan BPJS Ke-
schatan terakhir kali naik pada
2020 melalui Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 642020, Be-
saran iuran saat ini adalah Rp
130 ribu per bulan untuk Kelas
L, Rp 100 ribu untuk Kelas I dan
Rp 42 ribu untuk Kelas 111

Untuk Kelas I, peserta
hanya membayar Rp 33 ribu
per bulan setelah mendapat
subsidi Pemerintah sebesar Rp
T ribu. mpYB
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